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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2019– 2024 dapat 

diselesaikan. 

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai 

unit kerja dalam periode 5 (lima) tahun yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan berbasis kepada 

kinerja terukur guna memudahkan dalam menyusun laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku. 

Dengan tersusunnya Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2019– 2024 

diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai 

penyelenggara peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 

perlindungan masyarakat serta pembinaan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan Program 

Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019– 2024 

Ambon,      Oktober 2019 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan manajemen Pemerintahan yang 

baik guna terwujudnya praktek penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi harapan masyarakat. Salah satu 

unsur utama dari manajemen pemerintahan yang baik adalah sistem perencanaan pembangunan yang terarah. 

Sistem perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar 

daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan 

pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih 

terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi 

pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi 

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan 

pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

Terkait dengan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  dalam penyiapan rencana kerja untuk 

jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat 1 dan 2 mengamanatkan 

bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, 

sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan 

dasar dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah”. Sedangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra  

sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun”. 
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Menyikapi tuntutan dimaksud, Pemerintah Provinsi Maluku telah menuangkan berbagai rencana program 

dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 

yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang rencana satuan unit 

kerjanya masing-masing guna memenuhi tuntutan dimaksud.  

Sehubungan dengan itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagai salah satu organisasi 

perangkat Daerah Provinsi Maluku bermaksud untuk segera melakukan berbagai pembenahan yang terpadu dan 

terencana dalam berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan, terutama terkait tugas pokok dan fungsi 

Satuan Polisi Pamomg Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dan kiranya melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Maluku periode 2019 – 2024 menjadi acuan dan dasar penyusunan program dan kegiatan dalam  

penilaian komitmen kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku lima tahun kedepan. 

 

1.2 Landasan Hukum  

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat 

Nomor 22 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2004-2009; 

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 



3 
 

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal; 

9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional 

Satpol PP 

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi 

Pemadam Kebakaran di Daerah; 

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Masyarakat; 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan 

Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017  tentang Tata Cara perencanaan,  

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerjapemerintah Daerah; 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai 

Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32  Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas 

Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja; 
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17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Teknis Menejemen 

Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 

18) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 

tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya 

19) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024; 

20) Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum 

21) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Daerah 04 Tahun 2007 tentang 

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku; 

22) Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan 

a. Maksud 

Maksud  disusunnya  rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi  Maluku Tahun 2019-2024 ini 

adalah : 

1. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai 

dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, alat bantu dan tolak ukur kinerja kegiatan Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi dengan mengacu pada tugas pokok 

dan fungsi yang diemban. 

2. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) 2019 – 2024 serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang tertuang 

dalam Rencana Kerja Daerah (RENJA) dijabarkan dalam APBD. 

3. Sebagai alat ukur dan Evaluasi Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja. 
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b. Tujuan 

Tujuan disusunnya rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 ini adalah : 

1. Mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sesuai Rencana Strategis Provinsi Maluku 2019-2024 yang telah 

ditetapkan. 

2. Mewujudkan rencana penyelenggaran penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat yang sinergis dan terpadu. 

3. Sebagai penjabaran secara konkrit tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga memudahkan aparatur dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab kinerjanya. 

4. Mewujudkan sistem kerja secara sistematis yang akuntabilitas dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

sehingga memudahkan pelaksanaan dan penilaian tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Satuan 

Polisi Pamong Praja. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyajian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain: 

1. Latar belakang, mengemukakan secara ringkas latar belakang disusunnya Renstra Satuan Polisi 

Pamong Praja dan  fungsi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan 

Fungsi.  

2. Landasan hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, 
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kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan pengganggaran Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Maksud dan tujuan, memuat penjelasan  tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; serta  

4. Sistematikan penulisan, menguaraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Satuan Polisi 

Pamong Praja, serta susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku. Bab ini memuat informasi tentang: 

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, memuat penjelasan umum 

tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Maluku.  

2. Sumber Daya  pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, memuat penjelasan ringkas 

tentang macam sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya ASN dan sarana prasarana. 

3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, bagian ini menunjukkan tingkat 

capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku berdasarkan sasaran/target Renstra 

Satuan Polisi Pamong Praja periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan.  

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, 

bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, 

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada 5 

(lima) tahun mendatang.  
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Maluku, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi 

Pamong Praja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada 

hasil yang telah dilakukan pada analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Maluku.  

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, bagian ini 

mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang terkait 

dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya 

berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dipaparkan apa saja 

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat 

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor 

inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Maluku.  

3. Telaahan Renstra K/L, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-

faktor pendorong dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku ditinjau dari sasaran jangka 

menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku. 

4. Penentuan Isu-isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Maluku ditinjau dari: gambaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku; 

sasaran jangka menengah pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku. Selanjutnya 

dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. 
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Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan 

ditangani melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 5 (lima) tahun mendatang. 

 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini memuat antara lain: 

a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, pada bagian 

ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Maluku sebagaimana dihasilkan pada perumusan tujuan pelayanan jangka menengah 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku dan perumusan sasaran pelayanan jangka menengah 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.  

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD, Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan 

pendaanan indikatif.  

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator 

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 
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BAB VIII PENUTUP 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen-dokumen pendukung Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN   

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU TAHUN 

 

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja, maka tugas, fungsi, dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku adalah: 

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas: 

1) Menegakan Perda dan Perkada 

2) Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

3) Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat 

 

b. Dalam Melaksanakan Tugas, Satpol PP mempunyai Fungsi: 

1) Penyusunan Program Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. 

2) Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. 

3) Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. 

4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada. 

5) Pelaksanaan Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 
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c. Susunan Organisasi 

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dijabarkan lebih detail melalui Peraturan Gubernur Maluku 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan 

Pengawas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perubahan atas Peraturan Gubernur 

Maluku Nomor 293 Tahun 2013 tentang uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai turunan 

dari Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Maluku Nomor 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga 

Teknis Daerah Provinsi Maluku, sebagai berikut : 

 

Kepala satuan Polisi Pamong Praja ; mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang Keamanan dan Ketertiban Pamong Praja sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari 

tugas dimaksud sebagai berikut : 

a. menetapkan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja  berdasarkan rencana 

strategis Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan 

program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana; 

c. membina bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja  dengan cara mengadakan 

rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan; 

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan 

tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk 

ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; 
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e. merumuskan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. merumuskan pedoman pemberian perizinan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan 

Penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas. 

g. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan 

Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat. 

h. menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan 

Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan 

dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

i. memantau pelaksanaan layanan ketatausahaan, kepegawaian dan umum, perencanaan dan 

keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku secara berkala untuk 

memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal. 

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja  dengan cara 

membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan 

dan rencana yang akan datang; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan 

kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja membawahi sekretaris dan 4 (empat) bidang yaitu : 

 



13 
 

Sekretaris ; mempunyai tugas membantu Kepala satuan Polisi Pamong Praja menyusun dan 

melaksanakan rencana operasional Sekretariat serta menyelenggarakan pembinaan dan layanan 

administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja 

yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk 

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan 

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan 

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan 

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang 

berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel 

f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat 

dan analisis jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

pengembangan organisasi ke depan; 

g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di 

lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
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h. mengkoordinasikan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Satuan 

Polisi Pamong Praja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan 

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

Sekretaris  membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu 

- Sub Bagian kepegawaian dan Umum, 

- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

- Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ; mempunya tugas membantu sekretaris menyusun dan 

melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta layanan administrasi 

kepegawaian dan umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas 

dimaksud sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan rencana 

operasional Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 
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b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumberdaya 

aparatur, analisis jabatan dan perencanaan diklat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan; 

f. mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai 

ASN di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

g. mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerjasama, 

kehumasan dan protokoler di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang;  

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
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Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan; mempunyai tugas membantu sekretaris dalam 

menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

serta menyiapkan bahan penyusunan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di lingkungan 

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana 

operasional Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib 

dan lancar. 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. 

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan  sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab untuk menghasilkan usulan program yang sesuai dengan Rencana Strategis. 

f. menyiapkan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ 

sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas; 
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g. menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (RKPD) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa 

mendatang. 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana 

kegiatan mendatang. 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

Sub Bagian Keuangan Dan Aset ; mempunyai tugas membantu dalam menyusun dan melaksanakan 

rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta menyiapkan bahan penyusunan Urusan 

Keuangan dan Aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari 

tugas dimaksud sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana operasional 

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. 
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d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. 

e. menyusun rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berupa Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab agar tercapai tujuan anggaran yang efisien dan efektif. 

f. mengelola penata usahaan keuangan dan Aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber lainnya sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

g. mengelola data keuangan secara manual maupun elektronik di lingkungan Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk dijadikan sebagai bahan 

dan data dalam penyusunan anggaran. 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang. 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang. 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentereman; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

program kerja serta kebijakan teknis lainnya  di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditentukan. Uraian dari 

tugad dimaksud adalah sebagai berikut : 
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a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat 

berjalan efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja 

yang diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Ketertiban Umum 

dan Ketentraman sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan akuntabel; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Ketertiban 

Umum dan Ketentraman dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang 

berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel; 

g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
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h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman  sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

Bidang ketenteraman dan ketertiban membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : 

- Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan 

- Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

 

Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

kebijakan teknis dan Kebijakan Teknis lainnya di Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian 

dari tugas dimaksud sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan berdasarkan rencana 

operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 
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d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan 

Operasi Pengamanan dan Pengawalan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;   

f. mengelola layanan teknis di Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan, baik administrasi maupun 

teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik 

semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Operasi Pengamanan dan 

Pengawalan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa 

mendatang; 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman ; mempunyai tugad merencanakan dan melaksanakan 

kebijakan teknis dan kebijakan teknis lainnya di Sub Bagian Ketertiban Umum dan Ketentraman 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. 

Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut : 
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a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman berdasarkan rencana 

operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan 

Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;   

f. mengelola layanan teknis di Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman, baik administrasi maupun 

teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik 

semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman dengan 

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
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Bidang Penegakan Peraturan Daerah ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program 

kerja serta kebijakan teknis lainnya di bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditentukan. Uraian dari Tugas dimaksud 

sebagai berikut. 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan 

program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai 

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan 

efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah secara 

berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang 

diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan akuntabel; 
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f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar 

rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah  sesuai dengan tugas 

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : 

- Seksi Penegakan dan Penyidikan 

- Seksi Pembinaan dan Pengawasan 

 

Seksi Penegakan dan Penyidikan ; mempunyai tugad merencanakan dan melaksanakan kebijakan 

teknis dan kebijakan teknis lainnya di Sub Bagian Penegakan dan Penyidikan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas 

dimaksud sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penegakan dan Penyidikan berdasarkan rencana operasional 

Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyidikan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan dan Penyidikan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penegakan dan Penyidikan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan 

Penegakan dan Penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan akuntabel;   

f. mengelola layanan teknis di Seksi Penegakan dan Penyidikan, baik administrasi maupun teknis 

dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik 

semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Penegakan dan Penyidikan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penegakan dan Penyidikan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penegakan dan Penyidikan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
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Seksi Pembinaan dan Pengawasan ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan 

teknis dan kebijakan teknis lainnya di Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan rencana operasional 

Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan 

Pembinaan dan Pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan akuntabel;   

f. mengelola layanan teknis di Seksi Pembinaan dan Pengawasan, baik administrasi maupun teknis 

dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik 

semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 
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i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan  

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

Bidang Perlindungan Masyarakat ; mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polsi Pamong Praja 

dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya  di bidang 

Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang 

telah ditentukan. Uraian dari Tugas dimaksud sebagai berikut : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan 

program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai 

pedoman pelaksanaan  

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai 

dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan 

efektif dan efisien; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan 

Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat secara berkala 

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang 

diharapkan; 
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e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Perlindungan 

Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan akuntabel; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Perlindungan 

Masyarakat dengan OPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana 

operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat dengan 

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat  sesuai dengan tugas yang 

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : 

- Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat 

- Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan. 

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat ; mempunyai tugas merencanakan 

dan melaksanakan kebijakan teknis dan Kebijakan Teknis lainnya di Seksi Perlindungan Masyarakat 

dan Bina Potensi Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian 

kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas dimaksud sebagai berikut : 
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a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat 

berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina 

Potensi Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi 

Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan 

Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar program 

kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;   

f. mengelola layanan teknis di Seksi  Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat, baik 

administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku 

agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina 

Potensi Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi 

Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 



30 
 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi 

Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

Seksi pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan ;Mempunyai tugas merencanakan dan 

melaksanakan kebijakan teknis dan Kebijakan Teknis lainnya di Seksi Pengembangan Kapasitas dan 

Pemberdayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang 

telah ditetapkan. Uraian dari tugad dimaksud sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan berdasarkan 

rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas dan 

Pemberdayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan 

tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan 

Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja 

dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;   



31 
 

f. mengelola layanan teknis di Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan, baik administrasi 

maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar 

pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Pengembangan Kapasitas dan 

Pemberdayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas dan 

Pemberdayaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di 

masa mendatang; 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana 

kegiatan mendatang; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

Bidang Pembinaan  Masyarakat ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja 

serta kebijakan teknis lainnya  di bidang Pembinaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditentukan. Uraian dari Tugas dimaksud sebagai berikut : 

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat berdasarkan program 

kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat sesuai dengan tugas 

pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan 

efisien; 
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c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat 

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat secara berkala 

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang 

diharapkan; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Pembinaan 

Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan akuntabel; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Pembinaan 

Masyarakat dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar 

rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pembinaan Masyarakat sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Masyarakat dengan 

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Masyarakat  sesuai dengan tugas yang 

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
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Bidang  Pembinaan  Masyarakat membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : 

- Seksi Bimbingan dan Penyuluhan 

- Seksi Urusan Kebakaran 

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan ; mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan 

teknis dan Kebijakan Teknis lainnya di Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugas 

dimaksud sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan berdasarkan rencana operasional 

Bidang Pembinaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan 

Bimbingan dan Penyuluhan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan akuntabel;   
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f. mengelola layanan teknis di Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, baik administrasi maupun teknis 

dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik 

semakin berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 

mendatang; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

Seksi Urusan Kebakaran ; Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis dan 

Kebijakan Teknis lainnya di Seksi Urusan Kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan. Uraian dari tugad dimaksud sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Urusan Kebakaran berdasarkan rencana operasional Bidang 

Pembinaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Urusan Kebakaran; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Urusan Kebakaran sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 
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d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Urusan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Urusan 

Kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan akuntabel;   

f. mengelola layanan teknis di Seksi Urusan Kebakaran, baik administrasi maupun teknis dalam 

rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin 

berkualitas dan akuntabel; 

g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Urusan Kebakaran sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Urusan Kebakaran dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Urusan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

Kelompok Jabatan Fungsional. 

Kelompok Jaba`tan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah 

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 
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Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Maluku  terdiri dari : 

A. Kepala Satuan 

B. Sekretariat  terdiri dari  : 

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset 

C. Bidang Keamanan dan Ketertiban  terdiri dari : 

1) Seksi Operasi Pengamanan dan Pengawalan 

2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman 

D. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah  terdiri dari : 

1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan 

2) Seksi Penegakan dan  Penyidikan 

E. Bidang Perlindungan Masyarakat 

1) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat 

2) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan  

F. Bidang Pembinaan Masyarakat 

1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan 

2) Seksi Urusan Kebakaran 

G. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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2.2 Sumber Daya  pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 

a. Sumber Daya Aparatur  

Sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses 

pembangunan khususnya sumber daya ASN yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berikut ini data mengenai ASN yang berada di 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselonering 

sebagai berikut : 

 

1) Pendidikan 

Table 1. kualifikasi Pendidikan 

Jumlah 

Pegawai 

Kualifikasi Pendidikan 

S3 S2 S1 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD 

53 - 4 23 1 -  22 2 1 

 

2) Pangkat dan Golongan 

Table 2. Kualifikasi Pangkat Golongan Ruang 

Jumlah 

Pegawai 

Pangkat Golongan Ruang 

IV/e IV/

d 

IV/c IV/

b 

IV/ 

a 

III

/d 

III

/c 

III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a 

53 
- 1 - 4 2 10 2 7 9 1 0 8 84 1 - - - 

7 28 17 1 
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3) Jabatan Struktural / Eselon  

Table 3. Jumlah Jabatan Struktural / Eselon yg Terisi 

Jumlah Jabatan Struktural 
Jabatan Struktural /Eselon yg Terisi 

Ib IIa IIb IIIa IIIb Iva IVb 

  1  5  10  

 

4) Tenaga Penunjang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai anggota tenaga kontrak yang berjumlah 169 orang. 

 

Tabel 4. Tenaga Penunjang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 

Jumlah Anggota 

Tenaga Penunjang 

Satpol PP 

Jenis Kelamin Kualifikasi Pendidikan 

Laki - laki Perempuan S2 S1 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD 

169 145 24 - 21 1 - - 147 - - 

  

b. Sarana dan Prasarana 

Untuk menjamin terlaksananya Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dan sekaligus 

untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku diperlukan 

sarana dan prasarana yang memadai. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku memiliki sarana sebagai 

berikut: 
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Tabel 5. Aset Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 

Nama Barang Jumlah/Satuan Keterangan 

Alat – alat angkutan 

Kendaraan Roda 4 5 Unit  2 buah kendaraan Patroli rusak ringan 

Kendaraan Roda 2  6 Unit  

Alat Kantor dan Rumah Tangga 

Almari Besi/Metal 4 Unit  

Lemari Kayu 2 Unit  

Televisi 3 Unit  

Stabilizer 3 Unit  

Lap Top 5 Unit  

Note Book 1 Unit  

Printer 9 Unit  

Kursi Hadap Depan Meja Kerja P 2 Unit  

Alat Studio dan Alat Komunikasi 

Camera+Attachment 1 Unit  

Unintemuptible P.S.(Ups) 3 Unit  

Bracket 35 Unit  

Video Switcher 4 Unit  

Camera Adaptor 25 Unit  

Facsimile 1 Unit  

Alat Laboratorium 

Alat pemadam kebakaran 4 unit  
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2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 

Tabel 6. Evaluasi kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja periode 2014 - 2019 

N

o 

Indikator 

Kinerja sesuai 

tugas dan 

Fungsi 

Perangkat 

Daerah 

Targ

et 

NSP

K 

Target 

IKK 

Targe

t 

Indik

ator 

lainny

a 

Target Renstra Perangkat Daerah tahun 

ke- 
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke - 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Persentase 
Pelanggaran 

Perda/Peratura
n Gubernur 
yang ditangani 

 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Persentase 
Gangguan 
Ketertiban 
Umum dan 

Ketenteraman 
Masyarakat 
serta Anarkisme 
akibat unjuk 

rasa/demonstra
si 

 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Rasio Tenaga 

Linmas 
terhadap 
jumlah RT yang 
ada di 

Desa/Keluraha
n 

 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Persentase 
Wilayah yang 

Bebas Bencana 
Kebakaran 

 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, pada Renstra Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2014 - 2019  terdapat 4 sasaran strategis yaitu : 

a. Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur. 

b. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman  serta Pengamanan dan Pengendalian unjuk 

rasa/demonstrasi. 

c. Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman. 
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d. Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana Kebakaran 

e. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. 

 

Adapun penjelasan pencapaian kinerja sasaran strategis yang dicapai oleh Satpol PP Provinsi Maluku pada 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur. 

Untuk pencapaian Kinerja dari ”Persentase Pelanggaran Perda/Peraturan Gubernur yang ditangani”  

Keberhasilan sasaran ini disebabkan  oleh  tersedianya Sumber Daya  PPNS dan data  Penegakan 

Pe rda  dan  Perkada  dar i  Kabupaten/Kota .Sasaran Strategis “Terwujudnya Masyarakat dan Badan 

Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur” ditunjang oleh Program Peningkatan Kapasitas 

kelembagaan dengan kegiatan Penunjang PPNS, Koordinasi PPNS Dalam Rangka Penegakan Perda dan 

Perkada, Bimbingan Teknis ASN Pelaksanaan Penegakan Perda/Pergub/Keputusan Kepala Daerah. Untuk 

kegiatan Penegakan Perda, berikut disampaian Perda-Perda Provinsi Maluku yang ditegakan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagai berikut : 

a. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum 

b. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perizinan Tertentu 

c. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007 Pelimpahan sebagai Kewenangan di Bidang Perizinan 

Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Maluku 

d. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 05 tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan 

Uraian Tugas Perusahaan Daerah  Panca Karya 

e. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Panca Karya 

f. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi  Pemberian Perizinan Dalam 

Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku 
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g. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku 

h. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Minuman Beralkohol 

i. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 

 

2. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman  serta Pengamanan dan Pengendalian unjuk 

rasa/demonstrasi. 

 Keberhasilan pencapaian Kinerja dari ”Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat serta Anarkisme akibat unjuk rasa/demonstrasi ditangani” disebabkan  oleh  tersedianya 

Sumber Daya  Anggota Satpol PP baik tenaga kontrak maupun ASN yang ditugaskan dalam penjagaan asset 

daerah selama 24 jam dan anggota Satpol PP yang siap siaga dalam pengamanan demonstrasi.  

3. Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman. 

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari ” Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di 

Desa/Kelurahan” disebabkan  oleh  tersedianya Sumber Daya  Anggota Linmas sesuai rasio standar 

pelayanan minimum. 

4. Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana Kebakaran. 

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran” disebabkan  

oleh  tersedianya Sumber Daya  Aparat Damkar baik di tingkat Provinsi maupun Kabupten/Kota.  

 

Tab e l  7 .  Cap a i an  S t andar  Pe l ayanan  M in ima l  Sa t uan  P o l i s i  Pamong  P r a j a  P r ov ins i  Ma lu ku  

No  Jen i s  Pe layanan  Ura i an  Capa i an  

1  Peme l i ha r aan  

ke t e r t i ban  um um,  

ke t en t e r aman  

Me l a ku kan  Pa t r o l i  3x  S ehar i  pa da  Asse t  Dae r ah ,  

Tem pa t  W i sa t a/S i t us .    

10 0%  
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masya r ak a t  

2  Pe r l i ndung an  

Masya r a ka t  

Pem ben t u kan  Angg o t a  L inmas  d i  s e t i ap  R T/RW p ada  

Desa/Ke l ur ahan  s e  P r ov ins i  Ma luk u .  

10 0%  

Pem ber i an  Upah  Kepa da  Anggo t a  L inmas  d i  s e t i ap  

RT/RW pad a  Des a/  Ke lu r ahan  s e  P r ov ins i  Ma lu ku  

0%  

Mencegah  t e r j ad in ya  pasca  kon f l i k  a n t a r  wa r ga  10 0%  

Penem pa t an  Angg o t a  Sa t p o l  P P  d an  L inmas  pa da  

dae r ah  pe r b a t asan  un t uk  menceg ah  t e r j ad inya  i l e ga l  

l o g g ing ,  i l e ga l  f i sh ing ,  i l e ga l  o i l ,  human  t r a f f i ck ing ,  

dan  t r ansaks i  na r k oba .  

0%  

3  Penega kan  Pe r d a  

dan  Pe r k ad a ,   

Meng inv en t a r i s i r  j um lah  Pe r da  y a ng  memb er i kan  

pema su kan  Re t r i bus i  Kepa da  D ae r ah  s e t i ap  t ahun  

10 0%  

 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku  

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

 Provinsi Maluku Periode 2014 – 2019 

Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun Rasio diantara realisasi dan anggaran 

tahun ke 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Anggaran 

dan 

realisasi 

pelayanan 

Satpol PP 

3.889.317.000 4.529.728.000 6.985.901.750 6.732.832.000 8.211.455.802 3.826.246551 4.440.452.388 6.913.799.922 5.652.376.239 6.965.269.902 98,38% 98% 99% 84% 84,8% 

 

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan  

Dalam rangka mewujudkan good governance, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku mempunyai 

tugas adalah Penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan 

masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut, masih menghadapi tantangan dan peluang yang muncul 

baik dari dalam (internal), maupun dari luar (eksternal). Beberapa tantangan dan peluang yang ditemui antara lain: 
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a. Tantangan  

1) Terbatasnya pagu anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Maluku. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari pagu anggaran per tahun di alokasikan untuk gaji dan 

uang makan anggota tenaga kontrak yang jumlahnya 76% dari jumlah aparatur Satpol PP Provinsi Maluku. 

2) Terbatasnya Sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan tugas-tugas operasional Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

3) Terbatasnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 

4) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. 

5) Rendahnya pengawasan/penegakan perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

6) Masih adanya ego sektoral dalam penyusunan dan pengawasan Penegakan Perda. 

7) Lemahnya koordinasi dan pelaksanaan pengawasan dan Penegakan Perda. 

8) Kurangnya kepatuhan Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah  

baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  

Proses perencanaan pembangunan adalah upaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang 

dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan dengan mengacu pada arah pembangunan 

nasional dengan memperhatikan orientasi pembangunan regional. Untuk itu tahapan perencanaan pembangunan 

daerah dari awal dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Hal ini 

dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan berkontribusi dalam pemecahan 

permasalahan pembangunan di daerah khususnya dan berkontribusi pada pembangunan regional dan nasional. 

Rumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2019–2024 

didasarkan pada kondisi obyektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi 5 (lima) tahun kedepan. Perspektif 5 (lima) 

tahun kedepan. Perspektif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku untuk jangka menengah 5 (lima) tahun ke 

depan dijabarkan ke dalam permasalahan yang akan diuraikan sebagai berikut: 

 

Tabel  9. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 

1 
Belum optimalnya penegakan 

Perda dan peraturan Kepala 

Daerah  

Kurangnya kesadaran 

Masyarakat dan Badan Hukum 

dalam mematuhi berbagai 

produk hukum daerah  baik 

Peraturan Daerah maupun 

- Masih kurangnya sosialisasi 

Perda dan peraturan Kepala 

Daerah kepada masyarakat 

dan Badan Hukum 

- Minimnya pengetahuan 
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Peraturan/Keputusan Gubernur. masyarakat dan Badan Hukum 

tentang Produk-produk Hukum 

- Kurangnya peran OPD terkait 

dalam penegakan  Perda dan 

peraturan Kepala Daerah 

2 
Adanya aset daerah yang perlu 

di amankan oleh Satpol PP 

Kurangnya Kesadaran Badan 

Hukum dan Masyarakat dalam 

dalam menjaga ketentraman dan 

ketertiban umum  

- Masih Adanya anarkisme 

masyarakat dalam unjuk 

rasa/demonstrasi 

- Masih Adanya gangguan 

ketentraman dan ketertiban 

pada lingkungan asset daerah 

3 
Lingkungan Masyarakat yang  

belum aman, tertib dan nyaman. 

Belum Optimalnya peran aktif 

anggota Linmas di 

desa/kelurahan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia nomor 84 

tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan Perlindungan 

Masyarakat 

- Belum terpenuhinya HAK 

Anggota Linmas  

- Belum adanya aturan hukum 

yang mengatur pembiyaan 

anggota Linmas di 

Desa/kelurahan 

4 
Masih adanya wilayah yang 

rawan bencana kebakaran di 

Provinsi Maluku 

Belum Terdeteksinya Daerah 

rawan bencana kebakaran di 

Provinsi Maluku 

- Belum adanya peta rawan 

bencana kebakaran Provinsi 

Maluku 

- Belum adanya data kebakarn 

Provinsi Maluku 
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
 

Perencanaan pembangunan daerah lima tahunan di Provinsi Maluku pada dasarnya merupakan penjabaran 

dari Visi dan Misi yang Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Oleh karena itu, Visi dan Misi Gubernur perlu 

dipahami sebelum mulai menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 

a. Visi 

 

Visi Pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 

2019-2024 yaitu : 

“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas 

Gugusan Kepulauan ” 

 

Pernyataan visi diatas mengandung makna sebagai berikut : 

Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung makna : 

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta 

memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku. 

 

Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna: 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi 

Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masayarakat dan memperkecil kesenjangan 

sosial dan ekonomi  masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku. 
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Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna : 

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala 

kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat maluku. 

 

 

b. Misi 

 

Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019-2024, ditetapkan 

sebagai berikut : 

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani 

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi  yang ingin dicapai, baik berupa aparatur sipil negara (ASN) 

yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, 

optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif. 

 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau 

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara 

merata di seluruh wilayah Maluku, demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka ketersediaan dokter 

dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh 

wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan 

memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. 

 

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 
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Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dapat dikelola secara 

baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan 

petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah 

serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.  

 

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau  

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan 

akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di 

seluruh wilayah kepulauan Maluku 

 

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata 

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senatiasa 

membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh 

komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan 

senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya 

investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah 

kebudayaan yang beraneka ragam.  

 

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi 

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas 

yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui 

pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di 

Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok 

rentan dengan prinsip  tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan ( no one left behind ). 



51 
 
 

3.3 Telahan Renstra K/L 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan merupakan unsur pelaksana Kementerian 

Dalam Negeri dibidang Pembinaan Administrasi dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. 

Sebagai Komponen yang mempunyai  fungsi Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan 

administrasi kewilayahan; Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kewilayahan; Perumusan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria dibidang administrasi kewilayahan Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi 

dibidang administrasi kewilayahan; serta Pelaksanaan administrasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, 

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas 

penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan  kerjasama  antar  daerah,  melakukan  penataan  

wilayah  administrasi  melalui toponimi dan penegasan batas daerah, penyelenggaraan satuan polisi pamong 

praja dan perlindungan masyarakat, penataan kawasan, perkotaan dan batas antar negara serta  manajemen 

penanggulangan bencana dan kebakaran. 

Sejalan dengan potensi tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan juga memiliki sejumlah peluang 

untuk dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  bidang  

pembinaan  administrasi kewilayahan sesuai dengan visi dan misi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. 

Terkait dengan bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat terdapat peluang antara lain: 

1) Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e 

bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Meliputi Ketenteraman, 

Ketertiban Umum, Dan Perlindungan  Masyarakat, Pasal 65 ayat  (1) huruf  b bahwa  Kepala Daerah 

Mempunyai Tugas Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat dan Pasal 255 ayat (1) bahwa 

Dibentuk Satpol PP Untuk Menegakkan Perda Dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan 

Ketenteraman, Serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Direktorat Polisi 

Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat memandang perlu untuk berupaya meningkatkan pembinaan 
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Satuan Polisi Pamong Praja guna mewujudkan kondisi daerah yang aman tenteram dan tertib serta 

menciptakan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, oleh 

karena itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan   tugasnya   dapat berdaya   guna     dan 

berhasil guna secara optimal. 

3) Sinkronisasi kegiatan yang sinergis dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan kepada Satpol PP Provinsi dan 

Satpol PP Kab/Kota. 

 

Selain memiliki potensi dan peluang, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan juga menghadapi berbagai 

permasalahan dan tantangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pembinaan administrasi kewilayahan 

periode Tahun 2015-2019, baik dalam bidang  penyelenggaraan  dekosentrasi,  tugas  pembantuan  dan  

kerjasama  antar daerah; penataan wilayah administrasi melalui toponimi dan penegasan batas daerah, 

pelaksanaan tugas Satpol PP dan Linmas; penataan kawasan, perkotaan dan batas antar negara serta 

manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran. 

Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun ke depan yang dihadapi Ditjen Bina 

Administrasi Kewilayahan juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra Ditjen Bina 

Administrasi Kewilayahan 2015-2019. Permasalahan dan tantangan tersebut dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

1) Potensi  konflik  terhadap  pelaksanaan  Pilkada  Serentak  memberikan  ancaman serius terhadap 

ketenteraman dan ketertiban umum. 

2) Belum optimalnya pemahaman aparat Satuan Polisi Pamong Praja tentang HAM dan teknis penanganan 

deteksi dini terhadap gangguan trantibum, sehingga pada pelaksanaan tugas di lapangan sering 

mengakibatkan terjadinya konflik dengan masyarakat  (grassroot) dan  rentan  menimbulkan  kekerasan  

yang  berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. 
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3.4 Penentuan Isu-Isu Startegis 

Berdasarkan ha-hal tersebut, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang 

akan ditangani lima tahun kedepan melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2019-2024 

adalah sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah; 

2. Adanya aset daerah yang perlu di amankan oleh Satpol PP; 

3. Lingkungan Masyarakat yang  belum aman, tertib dan nyaman; 

4. Masih adanya wilayah yang rawan bencana kebakaran di Provinsi Maluku; 

5. Kurangnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 

6. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP; 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah   

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Maluku, maka harus dirumuskan ke dalam 

bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. 

 

a. Tujuan 

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 

sampai 5 tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan aparatur yang dimiliki serta 

memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku untuk mengukur sampai sejauh mana visi dan misi 

organisasi telah tercapai.  Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang 

mencerminkan visi dan misi yang diemban, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Maluku kedepan yaitu: 

1) Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah  

baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur. 

2) Meningkatkan Ketertiban umum dan ketentraman serta pengamanan aset-aset daerah  

3) Meningkatkan Keamanan, ketertiban dan kenyamanan Lingkungan Masyarakat Melalui peran aktif anggota 

Satlinmas di lingkungan. 

4) Meningkatkan Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran 

Tujuan strategis tersebut di atas sangat berkaitan erat, oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut harus 

ditopang dengan sumber daya ASN yang profesional. 
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b. Sasaran 

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang hendak diwujudkan adalah : 

1) Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur. 

2) Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram  serta terjaminnya keamanan asset 

Daerah. 

3) Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas. 

4) Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran. 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku beserta 

indikator kinerjanya disajikan sebagaimana dalam Tabel berikut: 

Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 

NO

. 
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2019  2020  2021  2022  2023 2024 

(1) (2) 
(3) (4) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. 

Meningkatkan kesadaran 
Masyarakat dan Badan 
Hukum dalam mematuhi 
berbagai produk hukum 
daerah  baik Peraturan 
Daerah maupun 
Peraturan/Keputusan 
Gubernur. 

Terwujudnya 
Masyarakat dan 
Badan Hukum 
yang taat akan 
Perda/Peraturan 
Gubernur. 

Persentase 
Jumlah 
Penanganan 

Pelanggaran 
Perda, 

Peraturan/Keput
usan Gubernur 
yang 

terselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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NO

. 
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2019  2020  2021  2022  2023 2024 

(1) (2) 
(3) (4) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2. Meningkatkan Ketertiban 
umum dan ketentraman 
serta pengamanan aset-
aset daerah  

Terwujudnya 
situasi dan Kondisi 
Maluku yang tertib 
dan tenteram  serta 
terjaminnya 
keamanan asset 
Daerah. 

Jumlah 
Penanganan 
gangguan 
ketertiban umum 
dan ketenteraman 
masyarakat serta 
anarkisme akibat 
unjuk rasa 
/Demonstrasi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Mewujudkan Lingkungan 
Masyarakat yang aman, 
tertib dan nyaman 
melalui peran aktif 
anggota Satlinmas. 

Terwujudnya 
Lingkungan 
Masyarakat yang 
aman, tertib dan 
nyaman melalui 
peran aktif anggota 
Satlinmas. 

Rasio Tenaga 
Linmas terhadap 
jumlah RT yang 
ada di 
Desa/Kelurahan 

1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 

4 Meningkatkan Wilayah 
yang Bebas Bencana 
Kebakaran 

Terwujudnya 
Maluku yang bebas 
Bencana 
Kebakaran. 

Persentase Wilayah 
yang Bebas 
Bencana 
Kebakaran 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Guna merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah dikonkritkan dalam 

tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan, maka untuk mencapainya telah dituangkan dalam 

strategi dan kebijakan pada Tabel berikut: 

 

Tabel 11. Startegi dan Kebijakan  

Visi : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas 

Gugusan Kepulauan 

 

Misi V : Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Tujuan I : 
Meningkatkan 
kesadaran 
Masyarakat dan 
Badan Hukum dalam 
mematuhi berbagai 
produk hukum 
daerah  baik 
Peraturan Daerah 
maupun 
Peraturan/Keputusan 
Gubernur 

 
 
 
 

Sasaran I : 
Terwujudnya 
Masyarakat dan 
Badan Hukum yang 
taat akan 
Perda/Peraturan 
Gubernur. 

Strategi I : Meningkatkan 
Persentase Jumlah 
Penanganan Pelanggaran 
Perda, 
Peraturan/Keputusan 
Gubernur yang ditangani 

1. Diklat PPNS 
2. Monitoring pelaksanaan dan penegakan 

Perda/Perkada Provinsi aluku 
3. Inventarisasi Perda dan Perkada Provinsi 

Maluku 
4. Penegakan Perda/Perkada 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Tujuan II : 
Meningkatkan 
Ketertiban umum dan 
ketentraman serta 
pengamanan aset-aset 
daerah 
 
 
 
 

Sasaran II : 
Terwujudnya 
situasi dan Kondisi 
Maluku yang tertib 
dan tenteram  serta 
terjaminnya 
keamanan asset 
Daerah 

Strategi II : Pengkatan 
Jumlah Penanganan 
gangguan ketertiban 
umum dan ketenteraman 
masyarakat serta 
Peningkatan keamanan 
asset dan penanggulangan 
anarkisme akibat unjuk 
rasa /Demonstrasi 

1. Penunjang Pengendalian Pengamanan 
Dan Aset Daerah 

2. Patroli dan  Pengawasan Pengendalian 
Satpol PP 

3. Pengamanan hari-hari besar keagamaan 
dan hari-hari besar lainnya 

4. Pengendalian dan pengamanan 
demonstrasi 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Tujuan III : 
Mewujudkan 
Lingkungan 
Masyarakat yang 
aman, tertib dan 
nyaman melalui peran 
aktif anggota 
Satlinmas. 
 

Sasaran III : 
Terwujudnya 
Lingkungan 
Masyarakat yang 
aman, tertib dan 
nyaman melalui 
peran aktif anggota 
Satlinmas. 

Strategi III : Peningkatan 
Rasio Tenaga Linmas 
terhadap jumlah RT yang 
ada di Desa/Kelurahan 

1. Pendataan Anggota Linmas di 
Kabupaten Kota  

2. Pembinaan Dan Pengembangan 
Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota 
Se-Maluku 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Tujuan IV : 
Meningkatkan 
Wilayah yang Bebas 
Bencana Kebakaran 

Sasaran IV : 
Terwujudnya 
Maluku yang bebas 
Bencana 
Kebakaran. 

Strategi IV : Persentase 
Wilayah yang Bebas 
Bencana Kebakaran 

1. Bimtek Peningkatan SPM Pemadam 
Kebakaran untuk Aparatur Damkar 
Kabupaten Kota  

2. Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan 
dini dan penanganan bencana 
kebakaran kepada Masyarakat 

3. Monev dan validasi data kejadian 
kebakaran  serta pemetaan wilayah 
rawan rawan bencana kebakaran 

4. Penyusunan Peta Rawan Bencana 
Kebakaran 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 

adalah sebagai berikut: 

 

A. Tahun 2019 

1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

 Penunjang Pengendalian Pengamanan dan Aset Daerah 

 Patroli dan Pengawasan Pengendalian Satpol PP 

 

2) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

 Bimtek Penguatan Kapasitas Anggota Linmas dalam Rangka Pengamanan Pemilu 

 Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas ASN SATPOL PP Dan Organisasi Perempuan 

 

3) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 

 Pemantauan/Pemetaan Wilayah Rawan Kebakaran 

 

4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

 Koordinasi/Konsultasi Penegakan, Pengawasan dan Pembinaan Perda 
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B. Tahun 2020 

1) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

 Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota Se-Maluku 

 

2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

 Penunjang Pengendalian Pengamanan Dan Aset Daerah 

 Patroli dan  Pengawasan Pengendalian Satpol PP 

 

3) Program Penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah 

 Penegakan Perda/Perkada 

 Penyusunan rancangan Perda 

 

4) Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Evaluasi Pelaporan 

 Monev dan validasi data kejadian kebakaran  serta pemetaan wilayah rawan rawan bencana 

kebakaran 

 

C. Tahun 2021 

1) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

 Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota Se-Maluku 

 Pendataan Anggota Linmas di Kabupaten Kota 

 

2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

 Penunjang Pengendalian Pengamanan Dan Aset Daerah 

 Patroli dan  Pengawasan Pengendalian Satpol PP 
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 Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya 

 

3) Program Penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah 

 Penegakan Perda/Perkada 

 Monitoring pelaksanaan dan penegakan Perda/Perkada Provinsi Maluku 

 Penyusunan rancangan Perda 

 

 

4) Program pencegahan dini dan penanganan Kebakaran 

 Bimtek Peningkatan SPM Pemadam Kebakaran untuk Aparatur Damkar Kabupaten Kota 

 Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan dini dan penanganan bencana kebakaran kepada 

Masyarakat 

 

5) Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Evaluasi Pelaporan 

 Monev dan validasi data kejadian kebakaran  serta pemetaan wilayah rawan rawan bencana 

kebakaran 
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D. Tahun 2022 

1) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

 Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota Se-Maluku 

 Pendataan Anggota Linmas di Kabupaten Kota 

 

2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

 Penunjang Pengendalian Pengamanan Dan Aset Daerah 

 Patroli dan  Pengawasan Pengendalian Satpol PP 

 Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya 

 

3) Program Penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah 

 Penegakan Perda/Perkada 

 Monitoring pelaksanaan dan penegakan Perda/Perkada Provinsi Maluku 

 Inventarisasi Perda dan Perkada Provinsi Maluku 

 

4) Program pencegahan dini dan penanganan Kebakaran 

 Bimtek Peningkatan SPM Pemadam Kebakaran untuk Aparatur Damkar Kabupaten Kota 

 Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan dini dan penanganan bencana kebakaran kepada 

Masyarakat 

 

5) Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Evaluasi Pelaporan 

 Monev dan validasi data kejadian kebakaran  serta pemetaan wilayah rawan rawan bencana 

kebakaran 
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E. Tahun 2023 

1) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

 Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota Se-Maluku 

 Pendataan Anggota Linmas di Kabupaten Kota 

 

2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

 Penunjang Pengendalian Pengamanan Dan Aset Daerah 

 Patroli dan  Pengawasan Pengendalian Satpol PP 

 Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya 

 

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

 Monitoring pelaksanaan dan penegakan Perda/Perkada Provinsi Maluku 

 

4) Program Penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah 

 Penegakan Perda/Perkada 

 Monitoring pelaksanaan dan penegakan Perda/Perkada Provinsi Maluku 

 

5) Program pencegahan dini dan penanganan Kebakaran 

 Bimtek Peningkatan SPM Pemadam Kebakaran untuk Aparatur Damkar Kabupaten Kota 

 Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan dini dan penanganan bencana kebakaran kepada 

Masyarakat 

 

6) Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Evaluasi Pelaporan 
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 Monev dan validasi data kejadian kebakaran  serta pemetaan wilayah rawan rawan bencana 

kebakaran 

 

F. Tahun 2024 

1) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 

 Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota Se-Maluku 

 Pendataan Anggota Linmas di Kabupaten Kota 

 

2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

 Penunjang Pengendalian Pengamanan Dan Aset Daerah 

 Patroli dan  Pengawasan Pengendalian Satpol PP 

 Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya 

 

 

 

 

3) Program Penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah 

 Penegakan Perda/Perkada 

 Monitoring pelaksanaan dan penegakan Perda/Perkada Provinsi Maluku 

 Inventarisasi Perda dan Perkada Provinsi Maluku 
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4) Program pencegahan dini dan penanganan Kebakaran 

 Bimtek Peningkatan SPM Pemadam Kebakaran untuk Aparatur Damkar Kabupaten Kota 

 Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan dini dan penanganan bencana kebakaran kepada 

Masyarakat 

 

5) Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dan Evaluasi Pelaporan 

 Monev dan validasi data kejadian kebakaran  serta pemetaan wilayah rawan rawan bencana 

kebakaran 

 

 

Rencana Kerja Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Maluku Tahun 2019-2024  

  Untuk mengetahui Rencana Kerja Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel  berikut:   

 

 

 

 

 



Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target
Rp. (000)

2 3 4 5 6                            7 8                            9 10                           11 12                           13 14                               15 16 17

Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Tingkat Pemenuhan Operasional 

Perangkat Daerah 100% 100% 382,710,369       100% 6,342,036,600    100% 7,126,240,260     100% 7,838,864,286     100% 8,622,750,715         100% 9,485,025,786      SATPOL PP

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Terwujudnya kelanacaran 

pelaksanaan tugas kantor 
100% 100% 2,395,000            100% 4,000,000            100% 4,400,000              100% 4,840,000              100% 5,324,000                 100% 5,856,400              SATPOL PP

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air Dan Listrik

Terwujudnya kelanacaran 

pelaksanaan tugas kantor 
100% 100% 78,000,000          100% 68,400,000          100% 75,240,000           100% 82,764,000           100% 91,040,400               100% 100,144,440         SATPOL PP

Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor

Meningkatnya Kenyamanan 

Kantor
100% 100% 24,000,000          100% 63,000,000          100% 69,300,000           100% 76,230,000           100% 83,853,000               100% 92,238,300            SATPOL PP

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan 

administrasi perkantoran 
100% 100% 16,854,400          100% 27,827,000          100% 30,609,700           100% 33,670,670           100% 37,037,737               100% 40,741,511            SATPOL PP

Penyediaan Barang Cetakan Dan 

Penggandaan

Terwujudnya kelnacaran 

pelaksanaan tugas kantor 
100% 100% 4,200,000            100% 14,600,000          100% 16,060,000           100% 17,666,000           100% 19,432,600               100% 21,375,860            SATPOL PP

Penyediaan Makanan Dan 

Minuman

Terwujudnya kelnacaran 

pelaksanaan tugas kantor 
100% 100% 9,200,000            100% 26,400,000          100% 29,040,000           100% 31,944,000           100% 35,138,400               100% 38,652,240            SATPOL PP

Rapat-rapat Koordinasi Dan 

Konsultasi Ke Luar  Daerah

Terwujudnya sinergitas dan 

sinkronisasi program dan kegiatan 

dalam pengembangan organisasi
100% 100% 91,800,000          100% 318,100,000       100% 349,910,000         100% 384,901,000         100% 423,391,100             100% 465,730,210         SATPOL PP

Rapat-rapat Koordinasi Dan 

Konsultasi Ke Dalam  Daerah

Terciptanya integritas dan 

kesamaan pemahaman dalam 

pelaksanaan tugas-tugas kantor
100% 100% 40,800,000          100% 259,554,000       100% 285,509,400         100% 314,060,340         100% 345,466,374             100% 380,013,011         SATPOL PP

Penyediaan Peralatan 

Kebersihan Kantor

Meningkatnya Kenyamanan 

Kantor
100% 100% 1,573,100            100% 5,855,600            100% 6,441,160              100% 7,085,276              100% 7,793,804                 100% 8,573,184              SATPOL PP

Rapat Kerja  OPD Satpol PP se-

Provinsi Maluku

terwujudnya sinkronisasi 

prog/kegiatan antara Provinsi dan 

Kab/Kota

100% 100% 113,887,869       0% -                        100% 150,000,000         100% 165,000,000         100% 181,500,000             100% 199,650,000         SATPOL PP

Penyediaan Bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan

terupdatenya berita-berita terkini
0% 0% -                        100% 15,840,000          17,424,000           19,166,400           21,083,040               23,191,344            SATPOL PP

Penyediaan Jasa Tenaga 

Pendukung Administrasi Teknis 

Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga 

Pendukung Administrasi Teknis 

Perkantoran

0% 0% -                        5,538,460,000    100% 6,092,306,000      100% 6,701,536,600      100% 7,371,690,260         100% 8,108,859,286      SATPOL PP

Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur

Tingkat Pemenuhan Operasional 

Perangkat Daerah 100% 100% 113,642,800       100% 404,742,200       100% 1,738,318,920     100% 1,912,150,812     100% 2,103,365,893         100% 2,029,959,903      SATPOL PP

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor  yang 

memmadai
25% 25% -                        50% 1,000,000,000      75% 1,100,000,000      90% 1,210,000,000         100% 1,331,000,000      SATPOL PP

Pengadaan Kendaraan 

Dinas/operasional

terlaksananya kegiatan 

operasional  bagi pelaksanaan 

tugas Satpol.PP
100% -                        100% 28,000,000          100% 350,000,000         100% 385,000,000         100% 423,500,000             100% 465,850,000         SATPOL PP

Pemeliharaan Rutin/berkala 

Gedung Kantor

Meningkatnya Kenyamanan 

Kantor 100% 100% 15,000,000          100% 6,000,000            100% 6,600,000              100% 7,260,000              100% 7,986,000                 100% 8,784,600              SATPOL PP

Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas/operasional

Meningkatnya Pelaksanaan 

Operasional Satpol. PP 100% 100% 90,742,800          100% 115,064,400       100% 126,570,840         100% 139,227,924         100% 153,150,716             100% 168,465,788         SATPOL PP

Pemeliharaan Rutin/berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya Kenyamanan 

Kantor 100% 100% 7,900,000            100% 21,000,000          100% 23,100,000           100% 25,410,000           100% 27,951,000               100% 30,746,100            SATPOL PP

Pengadaan Peralatan Anti huru-

hara

Terjaminnya keselamatan anggota 

Satpol PP dalam pengamanan 

demonstrasi

100% 0% -                        30 Unit 193,800,000       40 Unit 213,180,000         50 unit 234,498,000         50 unit 257,947,800             -                          SATPOL PP

Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor
100% 0% -                        2 unit 17,152,800          3 unit 18,868,080           4 unit 20,754,888           5 unit 22,830,377               6 unit 25,113,414.48      

Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler yang 

memadai
100% 0% -                        0% 23,725,000          3 30,000,000           5 33,000,000           7 36,300,000               10 39,930,000.00      

Program peningkatan disiplin 

aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur
0% 0% -                        0% 23,850,000          100% 926,235,000         100% 1,018,858,500     100% 1,120,744,350         100% 1,232,818,785      SATPOL PP

1

Indikator

Kinerja Program

(outcome)

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

(Tahun 

Tabel 12.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU

PERIODE 2019 - 2024

Perangkat 

Daerah

Penanggung 

Jawab

2020
Kondisi Kinerja pada akhir 

periode RPJMD (2024)2021 2022 20232019
Tujuan Sasaran Kode

Program Kegiatan



Pengadaan Pakaian Dinas  

Lapangan Satpol PP

Meningkatnya Disiplin ASN dan 

Anggota Satpol PP dalam 

berseragam

0% 0% -                        0% -                        100% 700,000,000         100% 770,000,000         100% 847,000,000             100% 931,700,000         SATPOL PP

Pengadaan Pakaian Dinas  

Harian Satpol PP

Meningkatnya Disiplin ASN dan 

Anggota Satpol PP dalam 

berseragam

0% 0% -                        0% -                        100% 200,000,000         100% 220,000,000         100% 242,000,000             100% 266,200,000         SATPOL PP

Pengadaan pakaian olahraga Adanya keserasian  berpakaian 

dalam berolahraga
0% 0% -                        53 stel 23,850,000          55 stell 26,235,000           57 stell 28,858,500           60stell 31,744,350               62 stel 34,918,785            

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas 

Sumberdaya aparatur 100% 100% 5,309,237,831    100% 355,134,000       100% 1,490,647,400     100% 1,689,712,140     100% 1,898,683,354         100% 2,118,551,689      SATPOL PP

Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Meningkatnya pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan 

pegawai Pol. PP
0% 0% -                        100% 97,830,000          100% 107,613,000         100% 118,374,300         100% 130,211,730             100% 143,232,903         SATPOL PP

Monitoring dan Evaluasi Terhimpunnya data dan informasi 

dari kab/kota
100% 100% 101,021,831       100% 157,304,000       100% 173,034,400         100% 190,337,840         100% 209,371,624             100% 230,308,786         SATPOL PP

Penunjang Opresional anggota 

satpol PP Provinsi Maluku

Terwujudnya pengendalian 

keamanan dan kenyamanan 

lingkungan

100% 100% 5,033,216,000    100% -                        0% -                          0% -                          0% -                             0% -                          SATPOL PP

Pembinaan Jasmani, Mental dan  

Spiritual Anggota Satpol PP

Meningkatnya Disipilin dan 

Profesionalisme 0% 0% -                        50% -                        70% 200,000,000         85% 220,000,000         100% 242,000,000             100% 266,200,000         SATPOL PP

Pendidikan dan  Pelatihan 

Pemadam Bagi Tenaga 

Pemadam Kebakaran

Meningkatnya pengetahuan dan  

keterampilan  pengelola Damkar 

Provinsi
0% 0% -                        0% -                        50% 200,000,000         75% 220,000,000         100% 242,000,000             100% 266,200,000         SATPOL PP

Orientasi pelaksanaan jabatan 

fungsional ASN dalam rangka 

evaluasi retribusi daerah 

Meningkatnya pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan 

pegawai Pol. PP
0% 100% 175,000,000       0% -                        0% -                          0% -                          0% -                             0% -                          

Jambore Nasional Satpol PP Terbentuknya Jiwa Korsa bagi 

Satpol PP
0% 100% 100,000,000       100% 110,000,000         100% 121,000,000         100% 133,100,000             100% 146,410,000         SATPOL PP

Pendidikan dan Pelatihan 

Anggota Satpol PP

Meningkatnya pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan 

pegawai Pol. PP
-                        -                        100% 500,000,000         100% 600,000,000         100% 700,000,000             100% 800,000,000         

Diklat PPNS Dengan bertambahnya jumlah 

PPNS dapat meminimalisir 

pelanggaran Perda dan Proses 

Penegakan Perda dapat berjalan 

efektif.

3 org 3 org -                        3 org -                        5 org 200,000,000         7 org 220,000,000         9 org 242,000,000             11 org 266,200,000         SATPOL PP

Program Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan

Meningkatnya Kapasitas 

Kelembagaan Satpol PP Provinsi 

Maluku dalam penegakan Perda
0% 0% 75,000,000         100% 140,000,000       100% 700,000,000         100% 770,000,000         100% 847,000,000            100% 931,700,000         SATPOL PP

Penegakan Perda/Perkada Persentase Pelanggaran PERDA / 

PERGUB yang ditangani
0% 0% -                        100% 80,000,000          100% 500,000,000         100% 550,000,000         100% 605,000,000             100% 665,500,000         SATPOL PP

Penyusunan rancangan Perda Tersusunya Rancangan Perda
0% 0% -                        0% 60,000,000          100% 200,000,000         100% 220,000,000         100% 242,000,000             100% 266,200,000         SATPOL PP

Monitoring pelaksanaan dan 

penegakan Perda/Perkada 

Provinsi Maluku

Tersedianya data kepatuhan 

terhadap Perda dan Perkada di 

tiap OPD lingkup Pemerintah 

Provinsi Maluku

0% 100% 100% -                          100% -                          100% -                             100% -                          SATPOL PP

Koordinasi/Konsultasi 

Penegakan, Pengawasan dan 

Pembinaan Perda

Tersedianya data Perda/ Perkada 

Provinsi Maluku 0% 100% 75,000,000          -                        -                          -                          -                             -                          

Program peningkatan 

keamanan dan kenyamanan 

lingkungan

Persentase Gangguan Ketertiban 

Umum dan Ketentraman serta 

Anarkisme akibat unjuk rasa dan 

demonstrasi
100% 100% 987,600,000       100% 1,461,400,000    100% 1,613,540,000     100% 1,774,894,000     100% 1,952,383,400         100% 2,147,621,740      SATPOL PP

Penunjang Pengendalian 

Pengamanan Dan Aset Daerah

Terwujudnya pengendalian 

keamanan dan kenyamanan 

lingkungan

100% 100% 912,600,000       100% 1,331,400,000    100% 1,464,540,000      100% 1,610,994,000      100% 1,772,093,400         100% 1,949,302,740      SATPOL PP

Patroli dan  Pengawasan 

Pengendalian Satpol PP

Terselenggaranya keamanan dan 

ketertiban bagi masyarakat 50% 100% 75,000,000          100% 90,000,000          100% 99,000,000           100% 108,900,000         100% 119,790,000             100% 131,769,000         SATPOL PP

Pengamanan hari-hari besar 

keagamaan dan hari-hari besar 

lainnya

Terselenggaranya keamanan dan 

ketertiban bagi masyarakat 0% -                        100% 40,000,000          100% 50,000,000           100% 55,000,000           100% 60,500,000               100% 66,550,000            SATPOL PP

Tujuan I : 

Meningkatk

an 

kesadaran 

Masyarakat 

dan Badan 

Hukum 

dalam 

mematuhi 

berbagai 

produk 

hukum 

daerah  baik 

Peraturan 

Daerah 

Sasaran I : 

Terwujudny

a 

Masyarakat 

dan Badan 

Hukum 

yang taat 

akan 

Perda/Perat

uran 

Gubernur.

Tujuan II : 

Meningkatk

an 

Ketertiban 

umum dan 

ketentrama

n serta 

pengamana

n aset-aset 

daerah

Sasaran II : 

Terwujudny

a situasi dan 

Kondisi 

Maluku 

yang tertib 

dan 

tenteram  

serta 

terjaminnya 

keamanan 

asset 

Daerah



Program pemberdayaan 

masyarakat untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan

Cakupan Kabupaten/Kota dalam 

pengendalian keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 0% 9,09% 175,000,000       18,18% 172,648,200       45,4% 395,000,000         72,7% 467,000,000         100% 513,700,000            100% 565,070,000         SATPOL PP

Pembinaan Dan Pengembangan 

Kapasitas Anggota LINMAS Di 

Kab/Kota Se-Maluku

Cakupan kabupaten/kota

0% 0% 9,09% 172,648,200       27,2% 225,000,000         45,4% 280,000,000         72,7% 308,000,000             100% 338,800,000         SATPOL PP

Pendataan Anggota Linmas di 

Kabupaten Kota

Tersedianya data anggota Linmas 

Provinsi Maluku
0% 0% -                        100% 170,000,000         100% 187,000,000         100% 205,700,000             100% 226,270,000         SATPOL PP

Bimtek Penguatan Kapasitas 

Anggota Linmas dalam Rangka 

Pengamanan Pemilu

Meningkatnya SDM anggota 

LINMAS kabupaten/kota
100% 100% 75,000,000          -                        -                          -                          -                             -                          

Pembinaan Dan Peningkatan 

Kapasitas ASN SATPOL PP Dan 

Organisasi Perempuan

Meningkatnya SDM anggota 

LINMAS kabupaten/kota
0% 100% 100,000,000       -                        -                          -                          -                             -                          

Program pencegahan dini dan 

penanganan Kebakaran

Presentase wilayah yang bebas 

bencana kebakaran 100% 100% 75,000,000         100% 112,000,000       100% 523,200,000         100% 575,520,000         100% 633,072,000            100% 696,379,200         SATPOL PP

Bimtek Peningkatan SPM 

Pemadam Kebakaran untuk 

Aparatur Damkar Kabupaten 

Kota

Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Damkar di Kabupaten/Kota
0% -                        0% -                        18,1% 200,000,000         45,4% 220,000,000         72,7% 242,000,000             100% 266,200,000         SATPOL PP

Pembinaan dan Sosialisasi 

pencegahan dini dan 

penanganan bencana 

kebakaran kepada Masyarakat

Meningkatnya pemahaman 

masyarakat terhadap  

pencegahan dini dan penanganan 

bencana kebakaran di lingkungan
0% -                        0% -                        18,1% 200,000,000         45,4% 220,000,000         72,7% 242,000,000             100% 266,200,000         SATPOL PP

Pemantauan/Pemetaan Wilayah 

Rawan Kebakaran

Teridentifikasinya permasalahan 

serta akurasi data kejadian 

kebakaran 

0% 100% 75,000,000          -                        -                          -                          -                             -                          

Monev dan validasi data 

kejadian kebakaran  serta 

pemetaan wilayah rawan rawan 

bencana kebakaran

Teridentifikasinya permasalahan 

serta akurasi data kejadian 

kebakaran 0% -                        100%         112,000,000 100% 123,200,000         100% 135,520,000         100% 149,072,000             100% 163,979,200         SATPOL PP

Program perencanaan 

pembangunan Daerah

Persentase dokumen 

perencanaan Daerah ti tingkat 

OPD 0% 0% -                        0%                             -   0% -                          0% -                          100% 300,000,000            100% -                          

Penyusunan Renstra dan forum 

OPD

Tersusunya Renstra OPD

0% 0% -                        0%                             -   0% -                          0% -                          100% 300,000,000             0% -                          

7,118,191,000    9,011,811,000    14,513,181,580   16,046,999,738   17,991,699,712       19,207,127,103   SATPOL PP

Tujuan IV : 

Meningkatk

an Wilayah 

yang Bebas 

Bencana 

Kebakaran

Sasaran IV : 

Terwujudny

a Maluku 

yang bebas 

Bencana 

Kebakaran.

Tujuan III : 

Mewujudka

n 

Lingkungan 

Masyarakat 

yang aman, 

tertib dan 

nyaman 

melalui 

peran aktif 

anggota 

Satlinmas.

Sasaran III : 

Terwujudny

a 

Lingkungan 

Masyarakat 

yang aman, 

tertib dan 

nyaman 

melalui 

peran aktif 

anggota 

Satlinmas.
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BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Indikator kinerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Daerah 

Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, ditampilkan dalam Tabel yg bersumber dari Indikator Kinerja Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2019-2020. 

 

Tabel 13. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 

 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No Indikator 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 
Periode 
RPJMD 
2024 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Persentase Jumlah Penanganan 
Pelanggaran Perda, Peraturan/ 

Keputusan Gubernur yang 
terselesaikan. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Jumlah Penanganan gangguan ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat 
serta anarkisme akibat unjuk rasa 
/Demonstrasi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT 
yang ada di Desa/Kelurahan 

1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 

4. Persentase Wilayah yang Bebas Bencana 
Kebakaran 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai pedoman, 

penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku dalam melaksanakan 

tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders 

yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 

yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019 - 2024.  

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh 

aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan 

yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, 

karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh 

stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.  

Akhir kata semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku ini dapat diimplementasikan 

dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung 

terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Maluku. 
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